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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  9  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017  

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA  

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI  SAMPANG, 

 

Menimbang  : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan 

Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang  Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, untuk kelancaran dan 

ketertiban pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan dan untuk memenuhi rasa 

keadilan serta memperhatikan kondisi perekonomian 

masyarakat Kabupaten Sampang dalam pengurusan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka perlu 

merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan.  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 
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Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan  Daerah – Daerah  

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);     

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);    

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5109); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 

2018 tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang  Nomor 29 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2008 Nomor  29);  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  Sampang Tahun 

2016 Nomor 7);  

18. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 51 Tahun 

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 51);  

19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 

tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2017   Nomor 44). 

  

 

 

 

 

MEMUTUSKAN : …… 
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MEMUTUSKAN : 

 Menetapkan    :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 44 TAHUN 2017 

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN  BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 44 Tahun 2017 

Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan  Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 44) 

diubah sebagai berikut: 

1. Merubah ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) menambah satu 

huruf setelah huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut;  

Pasal 12 

(1)  Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan 

BPHTB setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari pokok Pajak Daerah;   

(2)  Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan Daerah, 

kepentingan sosial dan keagamaan, antara lain sebagai berikut :   

a. Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana yang 

diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran; 

atau   

b.  Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi 

yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 

(satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah; atau   

c.  Wajib Pajak orang pribadi yang menerima waris dalam hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke 

atas atau 1 (satu) derajat ke bawah; atau   

d.  Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti 

atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan 

umum; atau   

e. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha/merger 

atau peleburan usaha/konsolidasi dengan atau tanpa terlebih 

dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan 

persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan 

atau peleburan usaha dari instansi yang berwenang di bidang 

perpajakan; atau   
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f. Wajib Pajak Badan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang 

memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari 

perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai 

kelanjutan dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan di 

bidang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi; 

atau   

g. Wajib Pajak atas Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan 

kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk 

mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, 

rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah 

sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat; 

atau   

h. Wajib Pajak orang pribadi, Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan 

PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang 

memperoleh hak atas tanah  dan/atau  bangunan  rumah  Badan  

melalui jual beli atau perbuatan  hukum lainnya yang diperoleh 

dari Veteran, PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan 

TNI/POLRI atau janda/dudanya yang sah sebagai penerima rumah 

Badan pemerintah. 

i. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah, hibah wasiat dan 

waris yang masuk kategori miskin dibuktikan dengan surat 

keterangan tidak mampu dari Kepala Desa mengetahui Camat 

setempat.   

(3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan 

pengurangan dalam hal BPHTB terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) untuk satu obyek pajak;   

(4) Kepala Badan berwenang memberikan keputusan atas permohonan 

pengurangan dalam hal BPHTB terutang sampai dengan Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk satu obyek pajak; 

(5) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan 

kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti;  

(6) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  

(7) Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran. 

 

 

Pasal II …. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan   

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Sampang.  

 

Ditetapkan di  : Sampang 

Pada tanggal   : 19 Februari 2020 

BUPATI SAMPANG, 

ttd 

H. SLAMET JUNAIDI 

 

Diundangkan di :   Sampang 

Pada Tanggal     :  19 Februari 2020 

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

ttd 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19660711 198809 1 001 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2020 NOMOR : 9 

 

 

 

  

  


